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(a) Kondisi geografis yang bermacam-macam
(b) Wilayah yang luas
(c) Keterbatasan akses untuk menjangkau wilayah-wilayah 

tersebut.

Di kabupaten/kota besar, beban eksekusi lebih banyak dan 
tantangan eksekusi yang dihadapi umumnya terkait dengan
perlawanan hukum.

Sedangkan di kabupaten/kota kecil, beban eksekusi lebih sedikit, 
dan tantangan eksekusi umumnya terkait dengan perlawanan non-
hukum yang dalam kenyataannya rentan menjadi konflik sosial jika
tidak direspon dengan baik oleh pihak yang berwenang.

Hambatan Khusus
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“Masalah-masalah tersebut mengindikasikan
bahwa penegakan hukum perdata cenderung
dianggap sebagai urusan privat, dan karenanya
cukup diurus oleh pengadilan sebagai pihak yang 
diamanatkan bertanggung jawab untuk itu
menurut UU, tanpa perlu campur tangan atau
dukungan cabang-cabang kekuasaan negara 
lainnya.”
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Lembaga Pelaksana Eksekusi Perdata
• PENGADILAN
Kebutuhan
- Perlu adanya pejabat atau jabatan tertentu setingkat

hakim di pengadilan tingkat pertama yang secara khusus
diberi tanggung jawab untuk mengurus eksekusi perdata. 
Jabatan tersebut menjadi intermediary antara Ketua
Pengadilan dan Juru Sita.

- Regulasi yang mendukung à Pembaruan Hukum Acara 
Perdata dan PERMA tentang Pedoman Eksekusi Putusan

- Peningkatan kapasitas Juru Sita
- Pembukaan akses ke Pengadilan untuk database aset dan 

lainnya à Database yang update 
- Data eksekusi di pengadilan yang update dan pelaporan

yang rutin
- Dukungan satuan pengamanan untuk pelaksanaan

eksekusi dari Polisi (termasuk soal obstruction of justice)
- Perlu dibahas khusus mengenai contempt of court

• LEMBAGA BARU
Kebutuhan
- Perlu kajian dan pembahasan lebih mendalam

mengenai lembaga pelaksana eksekusi bersama
dengan stakeholder terkait.

- Butuh regulasi yang lebih banyak
- Rekrutmen SDM 
- Mekanisme koordinasi dengan pengadilan jika

terdapat amar putusan yang tidak condemnatoir
sehingga tidak bisa dieksekusi atau ada amar
putusan yang tidak jelas --> proses bolak-balik
klarifikasi dan konfirmasi antara lembaga eksekusi
perdata dengan pengadilan
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Buku dapat diunduh di
www.leip.or.id
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